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ABSTRACT

Land degradation level can be identified by calculating Erosion Hazard Classification (EHC) and Population 
Pressure (PP) because these two factors are interrelated with the occurrence of land degradation. This research 
aims to determine the spatial distribution of management priority for degraded land using GIS based on EHC 
and PP with three models of scenario based on different influence of interest. The results of those three scenarios 
displayed that the first priority for degraded land management were located at four villages with a total area of 
296.34ha. The largest village was Selajambe village, Cisaat District, Sukabumi Sub-development Area (SDA) 
with 132ha or 0.49% of the total research area. The second priority covered at 113 villages with a total area of 
9400.69ha. Sukaraja village, Sukaraja district, Sukabumi SDA had the largest area percentage of 1.33% or 360ha 
of the total research area. 
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ABSTRAK

Tingkat kekritisan lahan dapat diidentifikasi dengan menghitung Tingkat Bahaya Erosi (TBE) dan Tekanan 
Penduduk (TP). Kedua faktor ini memiliki keterkaitan dalam proses terjadinya lahan ktitis di suatu daerah. Pene-
litian ini bertujuan untuk menentukan distribusi spasial prioritas penanganan lahan kritis dengan menggunakan 
SIG berdasarkan TBE dan TP. Penelitian ini menggunakan tiga model skenario yang didasarkan pada pemberian 
pengaruh tingkat kepentingan yang berbeda-beda terhadap aspek yang diteliti. Dari hasil akhir tiga skenario, ter-
lihat bahwa Prioritas 1 penanganan lahan kritis terdapat di empat desa dengan luas total 296,34 ha. Desa terbesar 
yaitu desa Selajambe, kecamatan Cisaat SWP Sukabumi, dengan luas 132 hektare atau 0,49% total luas daerah 
penelitian. Prioritas dua terdapat di 113 desa dengan luas 9400,69 ha. Desa Sukaraja, kecamatan Sukaraja, SWP 
Sukabumi memiliki persentase luas terbesar yaitu 1,33% atau 360 ha dari total luas daerah penelitian. 

Kata Kunci: Penanganan Lahan kritis, SIG, TBE, TP

PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN LAHAN KRITIS 
DI KABUPATEN SUKABUMI

DETERMINATION OF PRIORITY FOR LAND DEGRADATION 
MANAGEMENT IN SUKABUMI REGENCY

PENDAHULUAN
Berbagai konsep pembangunan mengarah pada 
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 
hidup yang semakin intensif seiring pertambahan 
penduduk.1 Peningkatan pembangunan dan per-
tumbuhan ekonomi seiring dengan pertambahan 
penduduk mengakibatkan tekanan penduduk 

pada lahan nonpertanian. Tekanan penduduk 
terhadap lahan memaksa petani untuk menggarap 
lahan marginal, seperti tanah miring di tepi 
sungai, lereng bukit, dan gunung yang curam 
serta menyerobot lahan kehutanan. Pemanfaatan 
lahan marginal akan meningkatkan laju erosi 
dan penurunan kondisi lahan.2,3,4 Peningkatan 



252 | Widyariset, Vol. 17 No. 2, Agustus 2014 251–258

laju erosi dan kondisi tanah dapat menyebabkan 
terjadinya lahan kritis yang pada akhirnya 
menyebabkan penurunan produksi pertanian dan 
pendapatan petani.

Tingkat kekritisan lahan dapat diidentifikasi 
dengan menghitung Tingkat Bahaya Erosi (TBE) 
dan Tekanan Penduduk (TP) di suatu daerah.5 
Maka untuk menentukan urutan prioritas pe
nanganan daerah dengan potensi terjadinya lahan 
kritis, perlu menganalisis tingkat kekritisan lahan 
sehingga mudah diidentifikasi dengan bantuan 
data spasial. 

Teknologi digital dapat mengolah data 
spasial dengan Sistem Informasi Geografis 
(SIG) yang berbasis peta dan data digital. SIG 
adalah suatu teknologi baru yang pada saat ini 
menjadi alat (tools) yang sangat tepat dalam 
menyimpan, memanipulasi, dan menampilkan 
kembali kondisi–kondisi alam dengan bantuan 
data atribut dan spasial.6 Peningkatan lahan kritis 
sebenarnya dapat dipantau dengan bantuan SIG. 
Secara khusus SIG memiliki karakteristik mudah, 
cepat, dan akurat dalam perolehan informasi 
yang dibutuhkan untuk menunjang pengambilan 
keputusan yang bersifat kewilayahan (spasial).7,8

Penerapan SIG dapat membantu meng
analisis tingkat kekritisan lahan untuk penentuan 
prioritas penanganan lahan kritis dengan melibat-
kan aspek TBE dan TP. Penelitian ini bertujuan 
untuk menentukan distribusi spasial prioritas 
penanganan lahan kritis dengan menggunakan 

SIG berdasarkan TBE dan TP. Penelitian meng-
gunakan tiga model skenario yang didasarkan 
pada pemberian pengaruh tingkat kepentingan 
yang berbeda-beda terhadap aspek yang diteliti. 
Penentuan skenario berdasarkan asumsi lahan 
kritis terjadi tidak hanya secara alami, tetapi juga 
terjadi akibat tekanan penduduk.

METODE PENELITIAN

Lokasi 
Lokasi penelitian meliputi kawasan Sukabumi 
wilayah utara di Sub wilayah Pembangunan 
(SWP) Cibadak, Jampang Tengah, Pelabuhan 
Ratu, dan Sukabumi, terlihat pada Gambar 1. 
Penelitian dilaksanakan pada Februari–April 
2006. Luas wilayah penelitian 234.032,65ha, 
meliputi 255 desa dari 20 kecamatan dengan 
jumlah penduduk 1.829.137 orang. Keadaan 
umum biofisik wilayah penelitian adalah: curah 
hujan berkisar antara 2500–5000 mm/tahun; 
jenis tanah yang mendominasi daerah Sukabumi 
bagian utara adalah latosol; hampir 30% wilayah 
mempunyai kemiringan lahan > 40%. Tata guna 
lahan yang mendominasi adalah kebun campuran 
dengan luas 19,21% dari seluruh luasan lahan 
yang ada dan 48% luas lahan dari wilayah yang 
diamati mempunyai kedalaman solum tanah >90 
cm. 

Gambar 1. Peta Wilayah Penelitian
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BAHAN DAN ALAT
Data spasial yang digunakan dalam penelitian 
meliputi: 1). Peta digital curah hujan Sukabumi 1: 
250.000,9 2). Peta digital tanah tinjau 1 : 250.000,10 

3). Peta digital kemiringan lereng Sukabumi 1: 
250.000,11 4). Peta digital penggunaan lahan 1: 
250.000,12 5). Peta digital wilayah administrasi 
desa 1: 250.000.13Aplikasi perhitungan dilakukan 
melalui ArcView versi 3.2 dan Microsoft Excel. 
Data tabular yang didapat adalah: data jumlah 
penduduk, laju pertambahan penduduk, fraksi 
pembagi antara petani dan nonpetani serta luas 
lahan minimum per kapita kabupaten Sukabumi.14

METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: 
tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, 
dan tahap analisis. Data yang dikumpulkan berupa 
data spasial, data tabular, dan data lapangan. 
Proses pengolahan data dilakukan sesuai dengan 
data spasial dan data tabular yang didapat dari 
pengumpulan data. Tahap pertama mengolah data 
untuk menentukan besar erosi dengan persamaan 
USLE dan penentuan TBE.15 Penentuan nilai 
erosi dilakukan dengan cara menumpangsusunkan 
(overlay) peta berikut atribut yang diperlukan 
secara bertahap dengan menggunakan operasi 
intersection. Peta yang digunakan adalah data spa-
sial berupa data digital curah hujan, jenis tanah, 
kedalaman solum, kemiringan lereng, penggunaan 
lahan dan wilayah administrasi desa Sukabumi. 

Klasifikasi tingkat bahaya erosi didasarkan 
ketentuan yang ditetapkan Departemen Kehutan
an14 seperti tertera pada Tabel 1. TBE merupakan 

integrasi dari kelas erosi dengan kedalaman so-
lum. TBE yang didapat kemudian diintegrasikan 
dengan unit spasial desa sehingga dalam satu 
desa terdapat lebih dari satu TBE. Jumlah tingkat 
bahaya erosi menggambarkan keadaan distribusi 
yang sebenarnya untuk tiap wilayah administrasi 
desa sehingga tidak digeneralisasi menjadi satu 
nilai TBE dalam satu desa.

Penentuan nilai tekanan penduduk dilaku
kan dengan menggunakan data tabular berupa 
data kependudukan dan data sosial ekonomi 
Sukabumi. Kemudian ditumpangsusunkan ke 
dalam data spasial wilayah administrasi desa. 
Tekanan penduduk dapat dihitung dengan meng
gunakan persamaan: TPt = [Z x f x Po(1+r)t ] / Lt.2 

Tahap terakhir untuk menentukan prioritas pe
nanganan lahan kritis menggunakan data spasial 
tingkat bahaya erosi dan tekanan penduduk 
dalam wilayah administrasi desa. Dilanjutkan 
pembobotan dengan metode Rank sum.

Untuk melihat hubungan antara aspek 
TBE dengan aspek TP dalam penelitian ini, ada 
tiga skenario pemberian bobot pengaruh yang 
berbeda-beda, yaitu: 
1.	 Aspek TBE mempunyai pengaruh yang 

sama terhadap aspek TP (50% TBE vs 50% 
TP).16

2.	 Aspek TBE memberikan pengaruh sekitar 
2x lebih besar daripada aspek TP (70% 
TBE vs 30% TP).15

3.	 Aspek TP memberikan pengaruh sekitar 2x 
lebih besar daripada aspek TBE (30% TBE 
vs 70% TP).1

Keluaran akhir proses pembobotan dibagi 
dalam lima kelas. Urutan prioritas penanganan 

Tabel 1. Kelas Tingkat Bahaya Erosi (TBE)

Kedalaman solum 
Laju Erosi Tanah (t/ha/th)

< 15 15 –< 60 60– <180 180–< 480 >480

Tebal
(lebih dari 90 cm)

Sangat ringan (SR) Ringan (R) Sedang (S) Berat (B)
Sangat berat 

(SB)

Sedang
(60-<90)

Ringan
(R)

Sedang
(S)

Berat
 (B)

Sangat berat 
(SB)

Sangat berat 
(SB)

Tipis
(30-<60)

Sedang
(S)

Berat
(B)

Sangat berat (SB)
Sangat berat 

(SB)
Sangat berat 

(SB)

Sangat tipis
(<30)

Berat
(B)

Sangat berat (SB) Sangat berat (SB)
Sangat berat 

(SB)
Sangat berat 

(SB)

Sumber: Dirjen RRL-Dephut 1985
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satu dan dua ditentukan oleh adanya tekanan 
penduduk yang besar sehingga memungkinkan 
untuk memengaruhi bertambahnya jumlah 
erosi di sekitarnya. Sedangkan urutan prioritas 
penanganan tiga, empat, dan lima ditentukan 
oleh faktor alam yang mendukung terjadinya 
lahan kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Bahaya Erosi (TBE)
Penggabungan analisis laju erosi dengan kedalam
an solum tanah menghasilkan sebaran wilayah 
setiap kelas TBE, seperti tertera pada Tabel 2. 
TBE di lokasi penelitian berkisar dari sangat 
ringan, ringan, sedang, berat, dan sangat berat. 
Kelas sangat ringan menggambarkan bahwa 
yang termasuk dalam kelas ini mempunyai laju 
erosi rendah dengan solum yang sangat dalam. 
Sedangkan kelas sangat berat merupakan kondisi 
di mana laju erosi yang terjadi sangat tinggi pada 
semua kedalaman solum.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kelas TBE 
Sangat Berat (SB) merupakan kelas yang paling 
dominan dengan nilai 64,59% dari luas keseluruh
an daerah penelitian. Penyebaran kelas TBE SB 
berada di sekitar daerah perkebunan campuran, 
ladang/tegalan, dan hutan primer dengan ke

miringan lahan curam dan sangat curam, mulai 
dari 25% hingga lebih dari 40%. Kelas TBE S dan 
B dengan 11,22% dan 14,18% luasan daerahnya 
merupakan kelas yang rentan untuk menjadi 
lahan kritis.

Sekitar 48% wilayah memiliki rata-rata 
kedalaman solum lebih dari 90 cm, namun telah 
terjadi kerusakan yang tinggi akibat jumlah erosi 
yang sangat besar tiap tahun di 4 SWP Kabupaten 
Sukabumi bagian utara. Jumlah erosi yang besar 
ini terus meningkat karena penggunaan lahan se-
bagai ladang atau tegalan, perkebunan, dan kebun 
campuran di daerah yang memiliki kemiringan 
yang curam yang seharusnya merupakan daerah 
hutan dan dibiarkan tanpa diolah.17,18

Sebaran kelas TBE SB terluas berada 
pada SWP Pelabuhan Ratu dengan 38,8% luas 
keseluruhan kelas TBE SB di keempat SWP. 
Erosi yang terjadi di SWP Pelabuhan Ratu sangat 
besar sehingga walaupun memiliki kedalaman 
solum rata-rata 60 cm, kawasan ini akan terjadi 
lahan kritis jika tidak dilakukan usaha konservasi 
dan rehabilitasi lahan. SWP lain yang memiliki 
potensi besar akan terjadi lahan kritis adalah 
Cibadak. Walaupun Kelas SB masih di bawah 
SWP Jampang Tengah, Kelas S dan B di SWP 
Cibadak cukup besar,  secara berurutan memiliki 
luasan daerah sebesar 33,1% dan 31,5%.

Tabel 2. Sebaran Luas Kelas TBE di Wilayah Penelitian	

No. SWP Kelas TBE di 4SWP 

    SR R S B SB

Luas % Luas % Luas % Luas % Luas %

1 Sukabumi 441,27 52,2 7644,01 33,8 3820,37 14,5 5054,45 15,2 10154,57 6,7

2
Pelabuhan 

Ratu
174,40 20,6 3422,85 15,2 11515,46 43,8 12482,65 37,6 58691,59 38,8

3
Jampang 
Tengah

4,96 0,6 686,48 3,0 2239,73 8,5 5184,17 15,6 49703,27 32,9

4 Cibadak 224,27 26,5 10830,57 48,0 8687,95 33,1 10467,04 31,5 32602,60 21,6

Luas sebaran/
kelas

844,90 0,36 22583,91 9,65 26263,51 11,22 33188,31 14,18 151152 64,59

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2006

keterangan:
SR 	 = 	 Sangat ringan
R	 =	 Ringan
S	 =	 Sedang
B	 =	 Berat
SB	 = 	 Sangat berat
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TEKANAN PENDUDUK 
Hasil perhitungan nilai tekanan penduduk 
mencerminkan terjadi atau tidaknya Tekanan 
Penduduk (TP) pada setiap desa. Pada awalnya 
hasil dari perhitungan TP dikelompokkan 
menjadi dua. Jika TP ≤ 1, tidak terjadi tekanan 
penduduk, sedangkan jika nilai TP lebih dari 
1, terjadi tekanan penduduk. Hasil perhitungan 
menunjukkan rentang yang jauh pada nilai TP 
> 1 sehingga kemudian dibuat kelas yang baru 
berdasarkan kaidah Sturges.

Tekanan penduduk (TP) dibagi ke dalam 
sembilan kelas. Kelas TP berubah menjadi lebih 
detail dengan asumsi bahwa di 4 SWP telah terjadi 
tekanan penduduk. Kelas TP yang berada di 4 SWP 
kemudian dimasukkan ke dalam kelas amat sangat 
rendah hingga amat sangat tinggi berdasarkan 
Tabel 3. Bila tekanan penduduk masih sedang atau 
di bawahnya, tekanan penduduk yang terjadi tidak 
memengaruhi terjadinya peningkatan laju erosi.

Hasil overlay peta administrasi dengan 
tingkat TP disajikan dalam Tabel 4. Kelas TP 
1 memiliki sebaran terluas yang meliputi 90% 
dari luas daerah penelitian, terdiri dari 166 desa, 

dan tersebar di empat SWP. Jumlah yang sangat 
besar ini memperlihatkan bahwa di Kabupaten 
Sukabumi bagian utara, tekanan penduduk yang 
terjadi masih amat sangat rendah, meskipun 
pada beberapa desa di SWP Cibadak dan SWP 
Sukabumi sudah mulai terjadi tekanan penduduk 
yang amat sangat tinggi. Variasi kelas TP terdapat 
pada SWP Cibadak dan SWP Sukabumi karena 
luas wilayah administratif yang lebih besar.

Urutan Prioritas Penanganan 
Hasil overlay TBE dan TP berdasarkan skenario 
yang diperoleh tampak pada Tabel 5. Berdasarkan 
Skenario I, terdapat di tiga desa dengan luas 
total adalah 235,06 ha prioritas 1. Desa terbesar 
berada di desa Selajambe, kecamatan Cisaat SWP 
Sukabumi dengan 132 ha atau 0,49% dari total 
luas daerah penelitian. Prioritas dua terdapat di 
14 desa dengan luas 789,66 ha. Desa Sukaresmi 
di kecamatan Cisaat, SWP Sukabumi, memiliki 
persen luas yang terbesar yaitu 0,6% atau lebih 
kurang 164 ha dari total luas daerah penelitian. 
Prioritas 1 dan 2 memiliki jumlah desa yang 
lebih sedikit dibandingkan kelas-kelas yang lain 

Tabel 3. Kelas Tekanan Penduduk (TP)

Kelas Nilai TP Kriteria TP

1 0,29–4,32 Amat sangat rendah

2 4,32–8,35 Sangat rendah

3 8,35–12,38 Rendah

4 12,38–16,41 Agak rendah

5 16,41–20,44 Sedang

6 20,44–24,47 Agak tinggi

7 24,47–28,50 Tinggi

8 28,50–32,53 Sangat tinggi

9 > 32,53 Amat sangat tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2006

Tabel 4. Jumlah Desa untuk Tiap Kelas TP di 4 SWP

No. SWP
Kelas TP

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Cibadak 43 27 7 4 5 2 1 - 1

2 Jampang Tengah 45 - - - - - - - -

3 Pelabuhan Ratu 53 - 1 - - - - - -

4 Sukabumi 25 22 5 5 4 1 - 1 2

Jumlah 166 49 13 9 9 3 1 1 3

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2006
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karena desa yang termasuk prioritas ini tekanan 
penduduknya yang sangat tinggi di daerah yang 
erosinya sangat ringan. Keadaan ini memung-
kinkan terjadinya penggunaan lahan yang kurang 
tepat seperti pada lahan marginal dan menyerobot 
lahan kehutanan. Penggunaan lahan ini dapat 
menyebabkan meningkatnya jumlah erosi yang 
berakhir menjadi lahan kritis.19

Prioritas 3, 4, dan 5 pada Skenario I berada 
hampir di seluruh desa di keempat SWP. Luas 
daerah yang harus ditangani untuk prioritas 3, 4, 
dan 5 pada Skenario I adalah 233.007,93 ha. Luas 
daerah yang harus ditangani cukup luas karena 
empat Sub wilayah Pembangunan Sukabumi 
bagian utara memiliki tingkat bahaya erosi yang 
cukup berat.

Hasil urutan desa prioritas penanganan pada 
tiap SWP untuk Skenario II menunjukkan bahwa 
prioritas 1 terdapat di 4 desa dengan luasan 296,34 
ha lebih besar 26%. Luas prioritas 1 bertambah 
61,28 hektare di desa Cimangkok, kecamatan 
Sukaraja, SWP Sukabumi menjadi 296,34 
hektare. Prioritas 2 terdapat di 113 desa dengan 
luasan 9400,69 ha yang lebih banyak10 kali 
dibandingkan dengan Skenario I. Desa Sukaraja, 
kecamatan Sukaraja, SWP Sukabumi memiliki 
persen luas terbesar dari prioritas 2 yaitu 1,33% 
atau 360 hektare dari total luas daerah penelitian. 
Luas daerah yang harus ditangani untuk prioritas 
3, 4, dan 5 pada Skenario II adalah 224.335,6 ha 
atau turun 3,89%. 

Pada Skenario III, hasil urutan desa prioritas 
penanganan pada tiap SWP menunjukkan bahwa 
tidak ada yang termasuk ke dalam prioritas 1. 

Prioritas penanganan berkurang karena TP di ke-
empat SWP rendah sehingga tidak memengaruhi 
terjadinya lahan kritis. Prioritas 2 mempunyai luas 
441,42 ha. Luas wilayah terbesar adalah di desa 
Selajambe, kecamatan Cisaat, SWP Sukabumi 
dengan 196 hektare atau 0,72% dari total luas 
daerah penelitian. Prioritas 3,4, dan 5 mempunyai 
luas 223.591,2 ha atau turun 4%.

Dari hasil akhir setiap skenario dapat dilihat 
bahwa lahan kritis tidak hanya dapat dihitung 
berdasarkan aspek TBE, tetapi juga dengan aspek 
TP.20 Desa prioritas ini merupakan pengupayaan 
agar tidak terjadi peningkatan jumlah daerah yang 
memiliki TBE sangat berat. Pada prioritas 1 dan 
2 terjadi tekanan penduduk, mulai dari sedang, 
hingga amat sangat tinggi di daerah dengan tingkat 
bahaya erosi sangat ringan hingga ringan. Tekanan 
penduduk harus segera ditangani agar dapat 
mencegah bertambahnya jumlah lahan kritis. 
Penanganan dapat dilakukan dengan melakukan 
intensifikasi penggunaan lahan, program keluarga 
berencana, dan Land Reform Policy (pemberian 
tanah hibah oleh pemerintah) jika memungkinkan. 
Prioritas 3, 4, dan 5 merupakan daerah yang 
mempunyai tekanan penduduk mulai dari sedang 
hingga amat sangat rendah di daerah dengan 
tingkat bahaya erosi ringan hingga amat berat. 
Erosi yang terjadi harus mendapat penanganan 
yang serius. Penanganan yang dapat dilakukan 
adalah dengan melakukan konservasi pada 
lahan, seperti reboisasi, pembuatan terasering di 
lahan-lahan yang mempunyai kemiringan, dan 
penggunaan pupuk organik serta pemantap tanah. 

Tabel 5. Hasil Overlay TBE dan TP di SWP Sukabumi Utara

Urutan 
Prioritas

Bobot pertimbangan TBE vs TP

50 persenTBE vs 50 persenTP
(skenario I)

70 persenTBE vs 30 persenTP
(skenario II)

30 persenTBE vs 70 persenTP
(skenario III)

Jumlah Desa Luas (ha)
Jumlah 

Desa
Luas (ha)

Jumlah 
Desa

Luas (ha)

1 3 235,06 4 296,34 - -

2 14 789,66 113 9400,69 4 441,42

3 189
23368,56

184 18172,67 36 3515,54

4 214 27093,85 207 26418,91 186 25602,12

5 221 182545,52 212 179744,03 213 204473,57

Sumber: Hasil pengolahan data, 2006
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan overlay peta, 
dapat disimpulkan bahwa dari ketiga skenario, ter-
dapat empat desa termasuk Prioritas 1 penanganan 
lahan kritis dengan luas total adalah 296,34 
ha. Desa terbesar berada di Desa Selajambe, 
Kecamatan Cisaat SWP Sukabumi dengan 132 ha 
atau 0,49% total luas daerah penelitian. Prioritas 2 
terdapat di 113 desa dengan luas 9400,69 ha. Desa 
Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, SWP Sukabumi 
memiliki luas terbesar 360ha atau 1,33% total 
luas daerah penelitian. Prioritas 1 dan 2 termasuk 
lahan yang paling sensitif untuk penanganan lebih 
lanjut.
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